
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

Mengingat 

a. bahwa dengan adanya penyesuaian pelaksanaan 
Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karangasem oleh Tim 
Penanganan Perkara Hukum, maka Peraturan 
Bupati Nomor 10 Tahun 2016. tentang Pedoman 
Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karangasem, sudah tidak 
sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum 
saat ini sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penanganan Perkara H ukum di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karangasem; 

Menimbang 
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor.5679); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 214); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten 
Karangasem N omor 7); 



(1) Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Karangasem dilaksanakan Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah dengan membentuk Tim Ahli Bupati yang 
disebut Tim Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

(2) Tim Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh 
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dengan anggota 
terdiri dari Ahli/Pakar Hukum yang berasal dari profesi 
Advokat, serta unsur Kejaksaan Negeri. 

(3) Anggota Ahli/Pakar Hukum yang berasal dari profesi Advokat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 
a. berijazah Sarjana Hukum; . 
b. memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan 

oleh Organisasi Profesi Advokat; dan 
c. memiliki Berita Acara Penyumpahan dari Pengadilan 

Tinggi. 

Pasal 2 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2016 Nomor 10), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasall 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG 
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA HUKUM DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasern Tahun 
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 8); 

11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penanganan Perkara H ukum di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem 
(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 
Nomor 10); 
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TAHUN 2021 NOMOR 19 

SEKRETARIS 

Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal 30 April 2021 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 30 April 2021 

ft BUPATI KARANGASEM, r 
~~ 

f I GEDE DANA 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karangasem. 

Pasal II 

Pasal 12 
Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf e berkaitan dengan Keputusan Bupati dan/ a tau Keputusan 
Kepala Perangkat Daerah yang telah mendapat delegasi dari 
Bupati. 

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(4) Unsur Kejaksaan Negeri sebagai anggota Tim Penanganan 
Perkara Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
melaksanakan tugas untuk Penanganan Perkara Perdata dan 
Tata Usaha Negara. 

(5) Tim Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 
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